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BUPATI SIGI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 

NOMOR   8 TAHUN  2010 

TENTANG 

  ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN SIGI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIGI, 

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, 

perumusan dan koordinasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan 

kebijakan daerah yang bersifat spesifik, urusan Pemerintahan 

Daerah serta untuk   menjalankan fungsi pelayanan dan 

pemberdayaan masyarakat, diperlukan upaya  penataan 

kelembagaan organisasi yang disesuaikan dengan potensi, 

kemampuan keuangan dan karakteristik daerah; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor  41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka 

perlu  dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-

Dinas Daerah berdasarkan kewenangan, karakteristik, potensi dan 

kebutuhan, kemampuan serta ketersediaan sumber daya aparatur;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana telah  diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4873); 

  4. Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 1994  tentang  Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  51 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4018),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4194); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3); 

                                        

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI 

 

dan 

 

BUPATI SIGI 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA     

DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIGI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan  : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sigi. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi. 

5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sigi yang 

berkedudukan di Kabupaten Sigi. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sigi. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana 

teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa 

wilayah kecamatan. 

8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu 

satuan organisasi negara 

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. 

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

sebagai berikut: 

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 
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b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

e. Dinas Pekerjaan Umum; 

f. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan; 

g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 

h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

i. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan; 

j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 

k. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 

l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS  DAN FUNGSI 

Pasal 3 

Dinas daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh 

seorang kepala dinas  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 4 

 

Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

 

 Pasal 5 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dinas daerah 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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BAB IV 

ORGANISASI 

 

Bagian Pertama 

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 

 

Pasal 6 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan 

3. Sub Bagian Kepegawaian  dan Umum; 

c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : 

1. Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar; 

2. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; dan 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; 

d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi : 

1. Seksi Pembinaan Pendidikan Menengah; 

2. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah; dan 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menegah;  

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi : 

1. Seksi Pembinaan Pendidikan Kemasyarakatan; 

2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kelembagaan / Kursus; dan 

3. Seksi Pendidikan Kesetaraan; 

f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi: 

1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik Tingkat Dasar; 

2. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik Tingkat Menengah; dan 

3. Seksi Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah; 

g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi : 

1. Seksi Pembinaan Kepemudaan; 

2. Seksi Pembinaan Keolahragaan; dan 

3. Seksi Pembinaan Prestasi, Sarana dan Prasarana; 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD ); dan 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah  ini. 


